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JAKARTA - Integritas adalah konsistensi dan keteguhan yang tak tergoyahkan
dalam menjunjung tinggi nilai-nilai luhur dan keyakinan, definisi lain dari integritas
adalah suatu konsep yang menunjuk konsistensi antara tindakan dengan nilai
dan prinsip.

Hal tersebut disampaikan Ketua Kamar Pengawasan Mahkamah Agung, H.
Dwiarso Budi Santiarto, S.H., M.Hum, pada acara Pembinaan dan
Penandatanganan Pakta Integritas di lingkungan Kepaniteraan Mahkamah
Agung pada Senin, 4 Maret 2024 di lantai 2 Gedung Wirdjono Mahkamah Agung.



Menurutnya, dalam etika, integritas diartikan sebagai kejujuran dan kebenaran
atau ketepatan dari tindakan seseorang dikatakan “mempunyai integritas” apabila
tindakannya sesuai dengan nilai, keyakinan, dan prinsip yang dipegangnya.

Mantan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara ini  mengatakan, kita semua
berubah ke arah yang lebih baik, untuk mengembalikan Marwah Mahkamah
Agung, semua hanya bisa dapat dilakukan jika kita menjadikan integritas sebagai
pilar utama dalam pelaksanaan tugas dan fungsi.

“Untuk itu dibutuhkan; komitmen pribadi untuk meneguhkan integritas, dengan di
mulai saat Ini juga, dimulai dari hal yang paling sederhana sampai dengan hal
paling besar”, ujar Tuakawas.

Dalam kesempatan yang sama, Panitera Mahkamah Agung, Dr. Heru Pramono,
S.H., M.Hum mengatakan sebagai tindak lanjut atas instruksi Pimpinan
Mahkamah Agung dalam rangka Reformasi Birokrasi dan Pemberantasan
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme pada Kepaniteraan Mahkamah Agung, dinilai
perlu dilakukan penandatanganan Pakta Integritas bagi seluruh Hakim dan
Aparatur Peradilan yang berada di lingkungan Kepaniteraan Mahkamah Agung
RI.

Hal tersebut selaras dengan amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008
tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Menteri Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 49 Tahun 2011 tentang
Pedoman Umum Pakta Integritas di Lingkungan Kementerian/Lembaga dan
Pemerintah Daerah, yang menyatakan bahwa setiap Hakim dan Aparatur
Peradilan wajib membuat pernyataan atau janji kepada diri sendiri tentang
komitmen melaksakanakan seluruh tugas, fungsi, tanggung jawab, wewenang
dan peran sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta kesanggupan
untuk tidak melakukan korupsi, kolusi dan nepotisme.

Sementara itu dalam laporan kegiatan, Sekretaris Panitera Mahkamah Agung Dr.
H. Iyus Suryana, S.H., M.H menyampaikan, kegiatan ini merupakan tindak lanjut
dari ; Peraturan Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pengawasan
dan Pembinaan Atasan Langsung di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan
Peradilan di Bawahnya; dan Maklumat Ketua Mahkamah Agung Nomor:
01/Maklumat/KMA/IX/2017 tentang Pengawasan dan Pembinaan Hakim,
Aparatur Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya, serta Surat
Edaran Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2022 tentang
Penandatanganan Pakta Integritas.

Acara ini dihadiri Panitera Muda Perkara, Hakim Tinggi Pemilah Perkara,
Panitera Muda Kamar, Hakim Yustisial/Panitera Pengganti, Pejabat Struktural,
serta Pejabat Fungsional dan Pelaksana di lingkungan Kepaniteraan Mahkamah
Agung RI. Kegiatan ini juga dilaksanakan secara virtual. (enk/PN/photo:bgs,vt,tfk)


